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ABSTRAK 

 

 

Keabsahan Tindakan Debitur Dalam Melakukan Perbuatan Hukum  

Sebelum Putusan Pailit Dalam Perspektif Keseimbangan Hukum Dan Kepailitan 

 

Oleh: Elsinta Rusmaya 

 

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berisi 

komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang bisa dibuat 

secara lisan maupun tertulis. Salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam hukum 

adalah perjanjian jual beli, yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdata, dimana 

penjual berkomitmen untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk membayar 

harga. Dalam perjanjian ini, asas itikad baik sangat penting untuk menjamin 

kelancaran transaksi, menghindari wanprestasi, serta memastikan transparansi dan 

keadilan dalam pelaksanaannya. Namun, meskipun perjanjian sudah dilaksanakan 

dengan itikad baik oleh kedua pihak, terdapat situasi di mana perjanjian menjadi 

batal demi hukum, salah satunya terkait dengan status kepailitan objek perjanjian. 

Notaris, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam membuat akta perjanjian, 

diharapkan bertindak dengan kehati-hatian, sesuai dengan undang-undang dan kode 

etik yang berlaku, jual beli aset oleh perusahaan yang terlibat dalam kepailitan 

menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, dimana akta yang sah secara 

prosedural tetap dapat dibatalkan akibat status boedel pailit. Ketidak cocokan antara 

kewajiban Notaris dalam menjalankan asas kehati-hatian dan aturan hukum 

kepailitan ini menciptakan celah yang berisiko merugikan pihak-pihak yang telah 

bertindak dengan itikad baik, terutama Pihak Ketiga yang membeli aset tanpa 

mengetahui status hukum yang sebenarnya. 

 

Kata kunci : Kepailitan, perbuatan hukum, keabsahan 



 

 

 

ABSTRACK 

 

The Validity of Debtor's Actions in Carrying Out Legal Acts 

Before Bankruptcy Decision in the Perspective of Legal Balance and Bankruptcy 

 

Oleh: Elsinta Rusmaya 

 

A contract is an agreement between two or more parties containing a 

commitment to do or not do an action, which can be made verbally or in writing. 

One type of agreement regulated by law is a sale and purchase agreement, which is 

stated in Article 1457 of the Civil Code, where the seller is committed to delivering 

the goods and the buyer to pay the price. In this agreement, the principle of good 

faith is very important to ensure smooth transactions, avoid default, and ensure 

transparency and fairness in its implementation. However, even though the 

agreement has been implemented in good faith by both parties, there are situations 

where the agreement becomes null and void, one of which is related to the 

bankruptcy status of the object of the agreement. The notary, as the party 

responsible for making the deed of agreement, is expected to act with caution, in 

accordance with applicable laws and codes of ethics, the sale and purchase of assets 

by a company involved in bankruptcy indicates a violation of the law, where a 

procedurally valid deed can still be canceled due to the status of the bankrupt estate. 

The mismatch between the Notary's obligation to implement the principle of 

prudence and the rules of bankruptcy law creates a gap that risks harming parties 

who have acted in good faith, especially Third Parties who purchase assets without 

knowing the actual legal status. 

 

Keywords: Bankruptcy, legal acts, validity 
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